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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1.

Bentuk perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas dalam mengakses
ruang publik di Kota Malang diatur dalam berbagai kebijakan, seperti UU
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Perda Kota Malang
Nomor 2 Tahun 2014. Secara preventif, perlindungan diberikan melalui
kebijakan penyediaan infrastruktur aksesibel dan pelatihan bagi petugas
layanan publik. Secara represif, tersedia kanal pengaduan dan bantuan hukum
bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan akses. Namun, pada
praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian fasilitas publik seperti guiding
block yang tidak standar, tidak meratanya pembangunan ramp, toilet disabilitas,
serta keterbatasan petugas yang paham kebutuhan penyandang disabilitas.

Upaya Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam meningkatkan aksesibilitas
layanan ruang publik meliputi pengumpulan data penyandang disabilitas,
kolaborasi lintas sektor seperti dengan Dinas PUPRPKP, penyediaan alat bantu,
serta penyelenggaraan pelatihan dan rehabilitasi sosial. Dinas Sosial juga aktif
mensosialisasikan hak-hak penyandang disabilitas dan mengawasi pelaksanaan
kebijakan inklusif. Meskipun demikian, realisasi di lapangan masih terhambat
oleh keterbatasan anggaran daerah, belum maksimalnya distribusi fasilitas
aksesibel di ruang publik, dan kurangnya keterlibatan langsung penyandang

disabilitas dalam perencanaan kebijakan.
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4.2 Saran

I.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Malang (DPUPRPKP) Kota Malang:

Melakukan rutinitas pemeriksaan aksesibilitas terhadap infrastruktur kota
yang sudah ada untuk mengidentifikasi dan memperbaiki hambatan bagi
penyandang disabilitas.

Merancang pembangunan dan renovasi infrastruktur publik yang sesuai
dengan Undang-Undang termasuk penyediaan jalur landai, guiding block,
dan papan informasi braille.

Menyediakan pelatihan atau sosialisasi kepada petugas lapangan terkait
standar infrastruktur inklusif agar implementasi kebijakan berjalan sesuai

kebijakan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (P2AP3KB) Kota Malang:

Mengembangkan program pemberdayaan berbasis potensi lokal yang dapat
meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.

Menjalin kemitraan bersama dunia usaha dan pendidikan untuk membuka
akses pelatihan dan penempatan kerja inklusif.

Meningkatkan literasi sosial masyarakat melalui sosialisasi inklusi agar
stigma terhadap disabilitas dapat dikurangi.

Memfasilitasi dan menyediakan buku-buku bacaan dalam huruf braille di
fasilitas publik, seperti perpustakaan umum, taman baca, pusat informasi

layanan disabilitas, maupun ruang publik lainnya. Penyediaan literatur
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braille ini bertujuan untuk memenuhi hak atas informasi dan pendidikan
bagi penyandang disabilitas netra.
3. Penyandang Disabilitas:

e Terlibat aktif dalam forum-forum konsultasi publik dan menyampaikan
kebutuhan secara kolektif kepada pemangku kebijakan.

e Meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, pendidikan nonformal, dan
kegiatan komunitas yang memperkuat solidaritas dan advokasi.

e Menggunakan media sosial atau platform digital untuk menyuarakan
pengalaman dan harapan agar mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

4. Semua Pihak yang Terkait:

e Membangun kolaborasi antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat,
akademisi, dan sektor swasta dalam mewujudkan kebijakan dan program
inklusi yang berkelanjutan.

e Menyediakan ruang dialog yang terbuka dan partisipatif dalam setiap
perencanaan kebijakan publik yang berdampak pada kelompok rentan.

e Mengintegrasikan perspektif disabilitas dalam kurikulum pendidikan,
pelatihan pegawai, dan perencanaan tata kota sebagai bagian dari

pembangunan berkelanjutan.
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